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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan pelayanan publik yang 

diterapkan kepada masyarakat berkebutuhan khusus atau difabel. Penelitian ini sangat 

penting dan menarik mengingat minimnya perhatian pemerintah dalam memenuhi hak kaum 

difabel, padahal dalam UU no 25 tahun 2009 telah jelas menyebutkan bahwa setiap warga 

negara tak terkecuali kaum difabel untuk mendapatkan pelayanan publik yang adil dan tanpa 

pandang bulu.  Di Yogyakarta sendiri, sudah ada  kebijakan yang mengatur kelompok rentan 

dan termarjinalkan ini yaitu Perda No 4 tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan 

Hak-Hak Penyandang Disabilitas . Selama ini, masyarakat berkebutuhan tersebut sangat sulit 

mendapatkan pelayanan yang setara dengan masyarakat “normal” atau bukan penyandang 

cacat. Sarana dan prasarana fisik, misalnya, tidak memberikan kemudahan akses bagi kaum 

penyandang cacat. Sehingga mereka harus tergantung dengan bantuan orang lain ketika akan 

melakukan aktivitas. Selain itu, stigma masyarakat yang masih menempatkan para difabel 

sebagai kelompok masyarakat yang kurang produktif karena keterbatasan fisik, menyebabkan 

mereka menjadi kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial dan bahkan 

politik.    

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Metode wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang 

valid dan reliable. Data dalam studi ini didapatkan melalui wawancara kepada dinas terkait 

yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pendidikan; Dinas Perhubungan; 

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan  lembaga swadaya masyarakat pemerhati 

kelompok difabel yaitu SABDA Jogja. Peneliti juga menggunakan data sekunder yang 

berasal dari data dokumentasi yang terdapat pada dinas-dinas terkait dan media massa serta 

sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal. Teknik analisis data menggunakan metode 

trianggulasi, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan 

sumber perolehan data. Triangulasi dilakukan melalui tiga cara, triangulasi sumber data, 

triangulasi antar peneliti (peer review) dan triangulasi teori. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya 

memberikan pelayanan publik yang ramah difabel. Dinas Pendidikan telah meluncurkan 

program pendidikan inklusi untuk memberikan kesempatan bagi kaum difabel dalam 

mendapatkan pendidikan yang setara dan tanpa pembedaan dengan non difabel. Selain itu 

keberadaan Blind Corner di Arpusda menunjukkan upaya Pemerintah Kota dalam 

menyetarakan kelompok berkebutuhan khusus ini. Dalam bidang kesehatan, terdapat 

Jamkesmas khusus difabel, meskipun dalam praktiknya belum banyak digunakan oleh 

kelompok masyarakat ini. Dalam bidang sosial, Dinas Sosial, Tenaga Kera dan Transmigrasi 

telah memberikan serangkaian bantuan dan pendampingan modal per bulan bagi keluarga 

penyandang difabel serta berusaha menyalurkan mereka pada lapangan kerja yang 

membutuhkan. Keberadaan Transjogja dan kendaraan khusus difabel merupakan wujud 

upaya menyamakan kaum difabel dengan masyarakat yang tidak mengalami kekurangan 

fisik. Namun demikian, program-program penyediaan pelayanan yang ramah difabel tersebut 

belum optimal karena program kurang berjalan atau disalahgunakan dengan kegiatan lain. 

Kendala sumber daya manusia, anggaran dan stigma atau pandangan masyarakat terhadap 

kelompok difabel menjadikan implementasi pelayanan publik yang adil menjadi kurang 

efektif. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menjadi difabel ditengah masyarakat yang menganut paham „normalisme‟, paham 

pemuja kenormalan, dimana semua sarana umum yang ada didesain khusus untuk „orang 

normal‟ tanpa adanya fasilitas bagi difabel adalah sangat sulit. Dipandang kasihan atau tidak 

dianggap dalam bermasyarakat adalah sesuatu yang acap kali kita lihat dilingkungan difabel. 

Bahkan pusat rehabilitasi sekalipun diciptakan menjadikan mereka „berbeda‟ dengan orang 

lain. Terlebih dengan sebutan „rehabilitasi‟ difabel disetarakan dengan para pecandu 

narkotika dan obat obatan terlarang seolah mengalami kecacatan adalah sebuah penyakit 

yang harus segera diobati. Akan tetapi benarkah menjadi difabel adalah setara dengan 

digerogoti penyakit? Seseorang yang memang diciptakan dengan satu „perbedaan‟ oleh Sang 

Pencipta mungkin tidaklah membutuhkan rehabilitasi melainkan lebih membutuhkan 

persamaan derajat dan pengakuan dari lingkungannya.  

Jumlah difabel di Indonesia pada tahun 2007 diprediksi sekitar 7,8 juta jiwa (Suharto, 

Edi, 2010). Sebuah angka yang sebenarnya relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk 

Indonesia pada waktu itu berjumlah sekitar 220 juta jiwa. Walaupun demikian selayaknya 

semangat pelayanan tidak dipengaruhi jumlah besar atau kecilnya pengguna layanan. Para 

difabel juga merupakan warga negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 

1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan 

warga negara lainnya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang bertujuan 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. Untuk itu Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang cukup kepada para 

difabel tersebut. Termasuk dalam hal aksesibilitas pelayanan publik. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya, minimnya sarana pelayanan 

sosial dan kesehatan serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh para difabel, termasuk 

aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan difabel dimana 

sebagian besar hambatan aksesibilitas tersebut berupa hambatan arsitektural, membuat 

difabel kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang baik. 

Dalam hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini 

masih sangat terbatas di Indonesia pada umumnya dan Yogyakarta khususnya. Aksesibilitas 

difabel yang dijanjikan pemerintah dalam UU No 4 th 1997 pada prakteknya tetap saja belum 

mempermudah akses pergerakan mereka. Beberapa sarana umum yang dibangun dengan 

mempertimbangkan difabel bahkan pada pelaksanaannya masih saja menyulitkan mereka. 

Tempat  ibadahpun bahkan masih belum ramah terhadap keberadaan para difabel. 

Selain UU No 4/1997 yang khusus mengatur pemenuhan hak difabel, pemerintah juga 

telah mengeluarkan dan mengimplementasikan Undang-Undang Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang  Pelayanan Publik. UU  NO 25/2009 tersebut bertujuan untuk  memberikan  

kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik bagi seluruh warga negara termasuk 

penduduk yang berkebutuhan khusus yaitu kaum difabel.  Undang-Undang ini secara tegas 

menyatakan bahwa pelayanan publik memiliki beberapa asas  yang mengamanahkan 

kemudahan aksesibilitas kepada difabel. Asasa-asas pemberian pelayanan publik meliputi: 

asas  kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan 

kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan dan tidak diskriminatif; 

keterbukaan, akuntabilitas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan 

waktu serta kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.  Namun demikian, tampaknya 

kehadiran UU tersebut belum mapu menjadi pegangan bagi penyelenggara pemerintahan 

untuk memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi. Para difabel masih menemui 

hambatan fisik dan psikologis dalam memperoleh hak-hak mereka. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah:  

“Bagaimana implementasi pelayanan publik bagi pemenuhan hak-hak difabel 

diterapkan di Kota Yogyakarta?” 

C. Tujuan Penelitian   

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1.  menganalisis penerapan pelayanan publik di Kota Yogyakarta khususnya 

aksesibilitas pelayanan khusus bagi difabel. 

2. Mengidentifikasi alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam pemberian 

pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif di Kota Yogyakarta 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Manfaat teoretis:  

a. memberikan sumbangan bagi pengembangan teori pelayanan publik 

b. mengembangkan teori formulasi dan implementasi kebijakan publik 

2. Manfaat praktis: menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya 

Pemerintah Kota Yogyakrta dalam rangka menberikan pelayanan publik yang 

adil, tidak diskrimatif serta efektif dan efisien. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori tentang Pelayanan Publik  

B.  Teori tentang Kelompok Difabel 

a. Pengertian Difabel 

b. Difabel dalam Angka 

c. Kebijakan-Kebijakan Mengenai Pemenuhan Hak Difabel di Indonesia 

d. Aksessibiltas Difabel 
e. Hambatan Arsitektural bagi Difabel 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dimana peneliti bertujuan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisa penerapan pelayanan publik berkaityang 

diberikan kepada difabel baik pelayanan fisik maupun non-fisik. 

  Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 1990) adalah 

sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati. Sedangkan penelitian kualitatif 

menurut Hadari Nawawi(1998, 63) pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan 

dan melukiskan keadaan subyek dan atau obyek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.  

B. Pemilihan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini difokuskan di Kota Yogyakarta dengan beberapa pertimbangan. 

Pertama, Kota Yogyakarta merupakan salah satu pusat pendidikan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang terkenal sebagai Kota Pendidikan.  Kota Yogyakarta merupakan 

kota pendidikan, dimana berbagai perguruan tinggi, ilmuwan, dan aktivis pemerhati 

masalah-masalah sosial kemasyarakatan berada dan berani memberikan penilaian 

kritis terhadap sebuah kebijakan pemerintah khususnya bagi difabel. Kedua, 
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Pemerintah Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori the best dalam memberikan 

pelayanan kepada publik. Peneliti akan menganalisis apakah pelayanan yang baik 

tersebut juga sudah diterapkan bagi kaum berkebutuhan khusus.  Ketiga, 

pertimbangan praktis, yaitu kemudahan akses bagi peneliti. 

 

C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, serta dinas-dinas lain berkaitan dalam pemberian pelayanan bagi 

difabel yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah. Selain itu wawancara dengan kaum difabel juga menjadi sumber 

data utama dalam penelitian ini. 
 

D. Jenis Data 
Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data 

tanpa melalui perantara. Untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini 

digunakan teknik wawancara. Data primer berkaitan dengan pendapat para kepala 

dinas dan pemberi pelayanan publik di Kota Yogyakarta khususnya bagi difabel. 

Selain itu informasi langsung dari kaum difabel juga menjadi sumber utama dalam 

penelitian ini. 

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber 

data. Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini digunakan teknik 

dokumentasi. Data sekunder yang dibutuhkan berupa jumlah difabel di Kota 

Yogyakarta, jenis pelayanan kepada kaum difabel, program-program penyokong 

kemandirian dan kesejahteraan kaum difabel dan hal-hal lain yang mendukung 

tentang pelayanan kepada difabel di Kota Yogyakarta. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Wawancara.  

Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara mengajukan pertanyaan kepada responden atau sumber informasi. Data atau 

informasi itu berupa tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil pemikiran, 

atau pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu hal yang dipertanyakan 

sehubungan dengan masalah penelitian.  

Hadari Nawawi dan Martini Hadari (1998) menyebutkan tiga fungsi 

wawancara sebagai teknik pengumpul data, yaitu : 

                   a. Sebagai alat pengumpul data utama. 

b. Sebagai alat pengumpul data pelengkap. 

c. Sebagai alat pengumpul data pembanding atau alat ukur kebenaran data 

utama.  

Wawancara dapat dilakukan dalam bentuk wawancara bebas maupun 

wawancara terpimpin. Adapun dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 

memadukan bentuk wawancara bebas dan terpimpin, yaitu peneliti telah 

menyiapkan daftar pertanyaan yang sistematis dan terperinci untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan dari responden, namun juga memungkinkan bagi peneliti 

untuk mencari informasi lebih jauh dari daftar pertanyaan yang sudah ada dengan 

indepth interview.  
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Dalam penelitian ini wawancara mendalam akan dilakukan kepada Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta instansi-instansi terkait dengan 

difabel yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah. Wawancara mendalam juga akan dilakukan kepada sejumlah 

penyandang difable atau berkebutuhan khusus.  

b. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan 

penelitian, baik dari jurnal, buku, koran, majalah ilmiah, dan lain-lain. Atau cara 

mengumpulkan data tertulis berupa arsip-arsip, termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil, hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Dalam penelitian ini data dokumentasi yang diperlukan antara lain 

meliputi: berbagai referensi untuk tinjauan pustaka, data dari dinas-dinas yang 

berkaitan dengan pelayanan kepada difabel. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa 

kualitatif. Analisa data, menurut Patton, adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

(Moleong, 1990; 103).  

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh 

dari berbagai sumber. Kemudian dilakukan reduksi data dengan jalan membuat 

abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusun data dalam satuan-satuan. Satuan-

satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Pengkategorian itu 

dilakukan sambil membuat koding. Tahap terakhir adalah mengadakan pemeriksaan 

keabsahan data. Setelah tahap ini selesai, maka baru dilakukan penafsiran data 

(Moleong, 1990). Sehingga tahap-tahap dalam analisa data kualitatif meliputi: 

pemrosesan satuan data, reduksi data, pengkategorisasian data termasuk pemeriksaan 

keabsahan data, dan penafsiran data. 

Terakhir, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu melalui tiga tahapan 

pengecekan: Pertama, triangulasi sumber data, yaitu membandingkan data yang 

diperoleh melalui teknik wawancara dengan data hasil observasi dan survei. Kedua, 

melakukan peer review untuk mengetahui pendapat para peneliti dan pakar lain yang 

melakukan penelitian serupa. Ketiga, peneliti akan melakukan triangulasi teori, yaitu 

membandingkan data empiris dengan kajian teoritis yang telah berkembang dan 

diakui kebenarannya. 
 

 

BAB IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dari 

pemerintah, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus atau kaum difabel. Kaum 

difabel tidak hanya menjadi urusan Dinas Sosial tetapi mereka juga membutuhkan pelayanan 

yang adil dalam bidang pendidikan, kesehatan, aksesibilitas fisik pada bangunan hingga hak 

berpolitik. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana pemberian pelayanan 

diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, 

kesehatan dan interaksi sosial lainnya. 

Jumlah difabel di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data Dinas 

Sosial tahun 2011 adalah 35. 264 orang, dan untuk Kota Yogyakarta sendiri berjumlah 3.353 
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orang atau sekitar 9. 51 % dari total jumlah kelompok berkebutuhan khusus di DIY. 

Berdasrakan jenis kelamin, penyandang cacat di Kota Yogyakarta adalah seperti terlihat 

dalam tabel  1 berikut ini. 

           Tabel 1. Jumlah Penyandang Cacat di Kota Yogyakarta Tahun 2011 

NO KETERANGAN JUMLAH % 

1 Laki-laki 1.836 54,76 

2 Perempuan 1.517 45,24 

JUMLAH 3.353 100,00 

 

A. Pelayanan  Bagi Kaum Difabel  

A.1.  Pelayanan Pendidikan 

1. Pendidikan Inklusi 

Hak setiap warga negara adalah mendapatkan pendidikan yang layak dan 

tanpa diskriminasi. Hak pendidikan ini juga berlaku kepada orang berkebutuhan 

khusus atau penyandang cacat atau yang biasa disebut difabel (different ability). 

UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan hak setiap warga negara untuk 

memperolah pendidikan sesuai dengan jenjang, jalur, satuan, bakat, minat, dan 

kemampuannya tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, dalam sektor pendidikan 

formal seharusnya tidak ada lagi sekat sosial yang membedakan para difabel 

dengan masyarakat umum. Orang tua bisa mendaftarkan anak difabel mereka ke 

sekolah umum. UU No. 4 Tahun 1997 pasal 12 mewajibkan lembaga-lembaga 

pendidikan umum menerima para difabel sebagai siswa. Kewajiban seperti inilah 

yang disebut sebagai model inklusi.  

Model inklusi adalah peluang bagi terjadinya interaksi sosial antara para 

difabel dan masyarakat pada umumnya. Sejak disyahkannya Peraturan Walikota 

Yogyakarta No : 47 / 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di kota 

Yogyakarta, Pendidikan Inklusi mulai di laksanakan secara intensif. Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta memaknai Perwal tersebut sebagai dasar bahwa 

untuk menyusun regulasi yang memudahkan akses bagi Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) untuk dapat bersekolah di sekolah umum bersama sama dengan 

anak normal lainnya. Setiap anak usia sekolah wajib diterima di sekolah umum, 

selama sekolah yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk melayaninya. 

Sekolah Inklusi memberikan peluang bagi siswa dengan setiap perbedaannya 

untuk dapat berhasil dalam belajar di sekolah reguler (umum). Sehingga sekolah 

inklusi mensyaratkan adanya keterbukaan, keadilan, tanpa diskriminasi, ramah 

dan terbuka dengan mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul 

perbedaan yang ada pada siswa /ABK. Hal ini berbeda dengan kurun waktu 

sebelumnya, pendidikan bagi ABK hanya dapat dilayani oleh Sekolah Luar Biasa 

(SLB). 

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta No : 0063/2009 

tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota 

Yogyakarta, mempunyai implikasi pada kebijakan pemberian SK bagi sekolah 

yang mempunyai anak didik berkebutuhan khusus menjadi sekolah penyelenggara 

Pendidikan Inklusi (SPPI). Tercatat sebagi sekolah penyelenggara pendidikan 

inklusi saat ini 21 sekolah mulai jenjang PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan SMK. 

Kebijakan ini gayung bersambut dengan semangat yang tinggi para Guru 

Pendamping Khusus (GPK) dan Guru Reguler yang mempunyai anak didik 

berkebutuhan khusus (ABK). Mereka layak mendapat apresiasi, karena beban 

kerja ekstra untuk memodifikasi kurikulum, metode dan proses pembelajaran, 
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mampu dilaksanakan tanpa mengeluh. Kesulitan dalam mendidik ABK menjadi 

tantangan dan menjadi bahan kajian dalam pertemuan konferensi kasus pada 

Forum Guru Pendamping Khusus (GPK), hal ini berdampak pula pada 

peningkatan mutu dan jiwa korps GPK Kota Yogya. 
 

              Tabel 2. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Kota Yogyakarta 2011 

NO NAMA SEKOLAH 

1 SD Negeri Baciro 

2 SD Negeri Giwangan 

3 SD Negeri Karanganyar 

4 SD Negeri Bangunrejo II 

5 SD Taman Muda Ibu Pawiyatan 

6 SD Negeri Tamansari I 

7 SD Tumbuh 

8 SMA Pembangunan 

9 SMK Muhammadiyah 2 

10 SMK Muhammadiyah 3 

11 SMK Muhammadiyah 4 

12 SMK Muhammadiyah 7 

13 SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan 

14 TK ABA Nitikan 

15 SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta 

16 SMA Stella Duce 2 Yogyakarta 

17 SMK Bopkri 2 Yogyakarta 

18 SMP Negeri 15 Yogyakarta 

19 SD Muhammadiyah Miliran 

20 SD Muhammadiyah Pakel 

21 SD Bopkri Bintaran 

                

Tahun 2011-2012 kegiatan semakin berkembang, diklat-diklat teknis 

peningkatan mutu guru inklusi sudah terlaksana, misalnya : TOT Pendidikan 

Inklusif kerjasama Hellen Keller International / HKI- Dikpora DIY dengan materi 

inti asesmen siswa dan modifikasi kurikulum. Stake Holder yang peduli semakin 

banyak yaitu adanya Resource Centre, Forum Sekolah Penyelenggara Pendidikan 

Inklusi (SPPI) Kota Yogyakarta (SPPI) , dan Forum Guru Pendamping Khusus 

(GPK) Kota, sebagai wadah para "konsultan intern" sekolah inklusi. Kerjasama 

Dinas Pendidikan dengan UNY, UGM dan SLBN 2 Yogyakarta diharapkan makin 

meningkatkan kualitas Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta. Bhakan 

Pemerintah Kota Yogyakarta telah meraih Inclusive Education Award tahun 2012 

ini. 

Inclusive Education Award merupakan pengakuan pemerintah pusat 

terhadap kemajuan Pendidikan Inklusi untuk Kota Yogya yang sudah dievaluasi 

selama 3 bulan. Dengan penghargaan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta 

semakin berbenah agar anak - anak berkebutuhan khusus (ABK) yang selama ini 

terpinggirkan, akan dapat mengakses pendidikan yang lebih layak sebagaimana 

anak anak bangsa yang lain.  

Sayangnya, belum banyak difabel yang mengakses sekolah model inklusi 

akibat minimnya informasi mengenai sekolah inklusi, ketiadaan biaya, 

infrastruktur yang kurang mendukung serta kondisi kultural budaya yang 
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cenderung menyembunyikan„ anak difabel karena dianggap sebagai aib. Selain 

itu terdapat beberpa masalah berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah inklusi 

ini. Sekolah-sekolah inklusi yang dibuka tidak dibarengi dengan penyiapan guru-

guru untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Jumlah Guru 

Pendamping Khusus yang ada sampai saat ini adalah 75 orang. Jumlah ini jauh 

dari idealnya. Disamping itu, penyediaan sarana belajar yang aksesibel seperti 

gedung sekolah dan media belajar yang aksesibel juga belum maksimal dalam 

pengembangan dan penyelenggaraan sekolah inklusi di Kota Yogyakarta 

(Wawacara dengan Bp. Agus Widodo, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta). 

2. Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Selain sekolah inklusi, untuk penyediaan kebutuhan pendidikan bagi 

difabel, Sekolah Luar Biasa merupakan pilihan. Berbeda dengan sekolah inklusi 

yang tidak membedakan perlakuan antara siswa biasa dan berkebutuhan khusus, 

Sekolah Luar Biasa hanya menampung mereka yang memiliki keterbatasan fisik 

atau mental. Saat ini di Kota Yogyakarta terdapat 7 SLB yang merupakan 

kewenangan dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pendidikan 

Pemerintah Kota Yogyakarta tidak mempunyai tugas dan wewenang dalam 

mengurusi SLB ini. 

Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 62 Sekolah Luar Biasa negeri 

dan swasta yang dapat dibedakan berdasarkan tipenya yakninya : 

a. SLB tipe A : Diperuntukkan bagi Tuna Netra 

b. SLB tipe B : Diperuntukkan bagi Tuna rungu dan tuna wicara 

c. SLB tipe C : Diperuntukkan bagi tuna grahita, dan 

d. SLB tipe D : Diperuntukkan bagi tuna daksa. 

Beberapa hal yang ditekankan dalam penyelenggaraan SLB sebagai lembaga 

pendidikan Indonesia adalah : 

a. Tunanetra : membaca dan menulis braille, orientasi mobilitas. 

b. Tunarungu : Bina Bicara, Bina Persepsi Bunyi dan Irama 

c. Tunagrahita : Binadiri, Sensomotor, 

d. Tunadaksa : Bina gerak, sensomotor, Behaviour Terapi 

e. Umum  :Play terapi, Music Terapi, Physioterapi, Hidroterapi,          

Occupational terapi. 

3. Blind corner di Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) 

Blind Corner bagi difabel merupakan layanan baru setelah menjalankan 

kegiatan Bank Buku 2010. Sebagai sasaran bukan hanya tunanetra di Kota 

Yogyakarta tetapi untuk siapa saja yang membutuhkan. Pelayanan Blind Corner 

adalah berbasis IT yang menyediakan 1 perangkat komputer yang menggunakan 

software JAWS. Dengan aplikasi ini  komputer membacakan setiap teks yang 

tertera di layar PC sehingga dapat disimak pengunjung tunanetra. Perpusda juga 

telah melengkapi dengan koleksi buku elektronik diantaranya novel-novel 

Indonesia terkenal, buku bicara digital, file digital sehingga tunanetra dapat 

membaca buku umum melalui proses scanning dan pemanfaatan program JAWS. 

Juga disediakan pendamping untuk membantu pengunjung tunanetra dalam 

mencari buku sampai dengan pemanfaatannya. 

Kepala Kantor Arpusda Kota Yogyakarta, Dra. Sri Sulastri 

mengungkapkan bahwa setiap orang seharusnya memiliki kesempatan yang sama 

untuk dapat menuntut ilmu. Para tuna netra tidak dapat melihat tetapi lebih peka 

bisa menggunakan indera lainnya untuk berinteraksi dengan lingkungan. Atas 

dasar itulah Arpusda berupaya mengakomodasi kebutuhan para difabel dengan 

menyediakan perangkat komputer yang adaptif. Layanan ini diharapkan dapat 
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memenuhi kebutuhan tunanetra akan aksesibilitas informasi sebagai upaya 

menuju perpustakaan inklusif yang melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa 

kecuali. 

 

Sementara itu, sarana dan  prasarana bangunan dan gedung pada lingkungan 

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terutama bangunan sekolah belum memberikan 

kemudahan bagi difabel secara maksimal. Sarana prasarana bangunan sekolah 

memang disesuaikan dengan kebutuhan masin- masing sekolah, seperti yang terdapat 

di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Giwangan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 

(SMPN) 15, yang termasuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, sudah 

terdapat lantai landai yang dilengkapi dengan pegangan besi untuk tuna daksa dan  

lantai yang timbul untuk tuna netra. Peralatan penunjang untuk belajar siswa juga 

tersedia, seperti globe timbul dan huruf braille. Pada dua sekolah inklusi tersebut 

tersedia juga pengajar yang terdiri dari guru biasa dan guru pendamping khusus yang 

bertugas mendampingi para difabel yang menuntut ilmu di sekolah tersebut. Namun 

jumlah dari guru pendamping khusus belum memadai. Sementara itu, dana untuk 

penyediaan sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus adalah hanya sebesar 

2% dari total dana pendidikan Kota Yogyakarta. 

A. 2. Pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan 

1. Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 

a. Kursus sulam.  

Kursus ketrampilan menyulam  diikuti oleh 15 orang difabel. Dalam program 

ini dinas sosial menjalin kemitraan dengan SMKN 4 Nitikan dan Forum 

Komunikasi Keluarga Dengan Anak Kecacatan (FKADK).  Pendampingan 

dilakukan oleh Dinas Sosial selama 1 tahun sampai didapatkan adanya 

kesepakatan antara difabel dan FKADK. Dimana kesepakatan ini berisi  upaya 

untuk membentuk usaha berbasis kelompok. Selama ini yang sudah terbentuk 

adalah usaha produksi payet yaitu pada tahun 2011. Dana diperoleh atas 

pengajuan dari dinas sosial dan FKADK kepada Kementrian Sosial. Dana 

yang dialokasikanuntuk pengembangan usaha tersebut adalah sejumlah 3 

juta/kelompok usaha.  

b. Program Pemberdayaan Keluarga Difabel 

Program pemberdayaan ini berupa pemberian bantuan stimulan usaha dalam 

bentuk uang tunai dengan jumlah 1 juta per keluarga. Bantuan ini dapat 

diperoleh ketika keluarga difabel mengajukan proposal bantuan dana kepada 

FKADK dan dinas sosial. Selanjutnya untuk menetukan kelayakan penerima 

bantuan, dinas sosial melakukan verifikasi oleh tim survei dengan melakukan 

studi kelayakan atau kunjungan ke rumah-rumah keluarga pemohon bantuan 

untuk memastikan kelayakan pemberian bantuan. Pada tahun 2012 ini terdapat 

20 keluarga difabel di Kota Yogyakarta yang menerima bantuan tersebut. 

Setelah proses verifikasi dan penentuan keluarga penerima bantuan, dinas 

sosial, FKADK dan keluarga penerima membuat kesepakatan tentang 

penggunaan uang bantuan tersebut. Setiap keluarga difabel penerima bantuan 

akan mendapatkan pengawasan dan pendampingan dari kelompok 

pendamping yaitu dinas sosial. Dalam penggunaan  dana bantuan tersebut 

ditegakkan asas transparansi yaitu dengan adanya laporan penggunaan dana 

usaha kreatif. 

c. Program bantuan pemberian alat bantu bagi kaum difabel. 

Alat bantu yang diberikan berupa kursi roda, kaki palsu, tongkat, alat bantu 

dengar, dsb. Dalam pemberian alat bantu ini,  dinas sosial bekerjasama dengan 
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YAKUM dan dokter Harso dari Solo. Pada tahun 2012 Dinas Sosial menerima 

18 proposal pengajuan bantuan alat bantu, namun yang dapat direalisasikan 

hanya 16 proposal. Dalam memberikan alat bantu ini, dinas sosial melakukan 

proses seleksi dan kelayakan sebagaimana penentuan bantuan bagi keluarga 

difabel. Pengajan proposal dilakukan oleh keluarga difabel dengan bantuan  

IKPSM (Ikatan Keluarga Pekerja Sosial Masyarakat). Untuk selanjutnya  

IKPSM menyerahkan proposal kepada dinas sosial untuk dilakukan proses 

seleksi.  

d. Program santunan jaminan hidup dari Kementerian Sosial. Pada tahun 2012 

ini tercatat 33 keluarga difabel telah mendapatkan santunan jaminan hidup 

berupa dana.  

e. Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Penca (Difabel) 

Dalam  rangka pembinaan tenaga kerja Aksus (Angkatan Kerja 

Khusus) dimana didalamnya termasuk tenaga kerja penca (Difabel), Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Penca (Difabel) 

Tahun 2012, yang pelaksanaannya dari dana APBN.Kegiatan Pemberdayaan 

Tenaga Kerja Penca (Difabel) Tahun 2012 ini telah dilaksanakan pada tanggal 

9 s/d 14 April 2012 di Hotel Pangeran Emas yang beralamat di Jl. 

Sisingamangaraja No. 95, Yogyakarta. 

Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang penyandang cacat (Difabel), yang 

keseluruhannya merupakan penyandang cacat fisik (tuna daksa). Dari 20 

peserta tersebut,1 orang berasal dari Kota Yogyakarta, 11 orang dari 

Kabupaten Bantul, 7 orang dari Kabupaten Sleman, dan 1 orang dari 

Kabupaten Kulon Progo. Selama mengikuti kegiatan ini, peserta memperoleh 

bekal pengetahuan kewirausahaan dan bantuan sarana usaha, yaitu 10 orang 

usaha warung kelontong dan 10 orang usaha pengolahan makanan kecil. 

Materi yang diberikan kepada peserta antara lain : 

1) Motivasi Usaha  

2) Pengelolaan Usaha Kelontong 

3) Cara Menentukan Jenis Usaha 

4)  Pengelolaan Usaha Makanan Kecil  

5)  Strategi Pemasaran  

6) Manajemen Produksi 

7) Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga 

8) Pembukuan Praktis Usaha Kecil 

9) Kalkulasi Usaha  

10) Mengenal Lembaga Keuangan  

11) Pembuatan Proposal Usaha 

Narasumber-narasumber pada kegiatan ini berasal dari Dinas Sosial 

dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Ardhana, SMEDC UGM, Komunitas Hijau,SMKN 4 Yogyakarta dan praktisi 

pengusaha yang menyampaikan Success Story. Selain memperoleh materi di 

dalam kelas, para peserta juga mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada  

Toko Usaha Pertanian di daerah Gentan, Jalan Kaliurang, milik Bapak Ir. 

Marjoko yang sebelumnya juga memberikan materi kepada para peserta. 

Selain PKL di Toko Usaha Pertanian, para peserta juga diberikan pelatihan 

praktek pengolahan makanan kecil, dengan instruktur dari SMKN 4 

Yogyakarta. Setelah mengikuti pelatihan, peserta memperoleh pengetahuan 

kewirausahaan, baik teori maupun praktek, dengan harapan termotivasi untuk 
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menjadi wirausaha mandiri yang pada akhirnya dapat memperluas lapangan 

pekerjaan bagi orang lain pada umumnya dan difabel pada khususnya. 

2. Pengembangan dan Penyaluran Kerja 

Dalam bidang pengembangan tenaga kerja ini, Dinas Sosial membantu 

dalam menyalurkan kaum difabel dalam mencari kerja. Dalam Undang – undang 

dan Peraturan Pemerintah, termasuk Perda No 4 tahun 2012 tentang Perlindungan 

Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa perusahaan 

yang mempunyai 100 pekerja, maka harus memasukkan 1 ( satu ) kaum difabel 

untuk dipekerjakan pada perusahaan tersebut. Namun perusahaan juga 

mempunyai kriteria dalam memasukkan kaum difabel tersebut dan ini bersifat 

tidak memaksa.   

Dinas Sosial memberikan penghargaan kepada perusahaan yang 

menempatkan kaum difabel di perusahaannya dalam bentuk pemberian gaji 

sebesar 25% dari gaji yang diberikan oleh perusahaan tersebut selama 1 ( satu ) 

tahun dan memberikan jaminan Jamsostek.  

Pada tahun 2009, ada sebanyak 60 orang difabel yang disalurkan oleh 

dinas sosial kepada perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan jahit di daerah 

Kota Gede yang kebetulan pemilik dari perusahaan tersebut juga kaum difabel. 

Selain penyaluran tenaga kerja, Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan memberikan 

serangkaian pelatihan kepada difabel, meliputi: 

1. Pelatihan kerja 

2. Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri 

3. Pelatihan Teknis (contohnya : bordir dan jahit) 

Dari jenis pelatihan yang diberikan kepada difabel, tampaknya program-

program yang ditawarkan telah tidak lagi mampu menjawab kebutuhan difabel 

akan keterampilan praktis siap kerja. Disamping frequensi pelatihannya yang 

masih minim, jenis pelatihan yang ditawarkan juga telah tidak lagi mengikuti 

kebutuhan dunia kerja. Di saat dunia kerja sudah merambah generasi multi media 

dan computer, pelatihan-pelatihan bagi difabel masih berhenti pada menjahit, 

pertukangan dan sablon. Pada akhirnya, lulusannya hanyalah kembali menjadi 

buruh yang tidak lagi up to date dengan keterampilan-keterampilan yang 

dibutuhkan oleh pasar kerja. Belum lagi jika melihat testimony beberapa difabel 

yang merasakan dan mengetahui persis bagaimana pelatihan-pelatihan semacam 

itu diselenggarakan hanya sebagai proyek pemerintah semata. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa difabel, sejauh ini masih ditempatkan sebatas obyek, dan 

bukan subyek yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan mereka. 

A. 3. Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan merupakan hak dasar warga negara. Artinya, dalam kondisi 

dimana seorang warga negara tidak mampu mengupayakannya, maka sudah menjadi 

kewajiban negara untuk memenuhinya. Sebuah langkah maju adalah bahwa pada saat 

sekarang ini, telah ada beberapa skema jaminan kesehatan yang diselenggarakan 

untuk rakyat seperti JAMKESMAS, JAMKESSOS dan JAMKESDA. Namun, dari 

pengalaman yang dirasakan oleh difabel, jaminan-jaminan kesehatan tersebut ternyata 

tidak mampu menjawab kebutuhan kesehatan difabel. Salah satu masalahnya adalah 

terbatasnya item-item obat dan treatment yang ditanggung, sementara penyakit yang 

melanda tidak pernah mau peduli apakah yang menyandangnya orang miskin atau 

kaya. 

Meski di Indonesia khususnya Kota Yogyakarta belum ada suatu penelitian 

mengenai tingkat kerawanan kesehatan bagi difabel, namun diyakini bahwa pada 

tingkat difabilitas tertentu, tingkat kerawanannya akan jauh lebih tinggi dibanding 



12 
 

yang non difabel. Misalnya bagi difabel dengan paraplegi, setiap bulannya mereka 

membutuhkan perawatan kesehatan dan biaya-biaya medis yang tidak bisa 

ditangguhkan. Artinya, jika dengan penghasilan yang menurut kategori yang saat ini 

berlaku, mereka tidak dikategorikan sebagai masyarakat miskin, tetapi setelah 

dikurangi dengan biaya-biaya kesehatan yang rutin harus mereka keluarkan, bisa jadi 

penghasilan mereka tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. 

Melihat permasalahan di atas, jelas bahwa jaminan kesehatan yang sudah ada 

belum dirasa mampu menjawab kebutuhan difabel akan jaminan kesehatan, dan untuk 

itu, perlu dikembangkan sebuah mekanisme jaminan kesehatan yang sensitive difabel 

dan mampu menjawab kebutuhan rakyat akan jaminan kesehatan. 

A. 4. Aksesibilitas Perhubungan 

1. Transjogja 

Sebagai sarana transportasi umum yang terbilang murah dan menjangkau 

seluruh bagian kota jogja, kehadiran Transjogja dengan segala kenyamanannya 

disambut hangat oleh masyarakat Yogyakarta secara umum, termasuk para 

difabel. Apalagi Transjogja dijanjikan dapat diakses oleh semua masyarakat dan 

juga menyediakan sarana sarana penunjang agar dapat ikut andil dalam 

transportasi masyarakat difabel. Beberapa hal yang telah dilakukan adalah 

menyediakan kursi yang dapat lipat di setiap bus Transjogja dan pembangunan 

halte bus Transjogja yang ramah difabel.  

Akan tetapi, upaya pelayanan tersebut ternyata dalam prakteknya tidak 

selalu memberikan kemudahan bagi difabel. Beberapa hal tetap saja kurang 

memperhatikan keberadaan para difabel sebagai konsumen. Difabel masih 

mengalami kesulitan dalam mengaksesnbus kota terutama bagi difabel pengguna 

kursi roda. Beberapa hambatan bagi difabel dalam penggunaan Transjogja adalah: 

a. Adanya space yang terlalu lebar antara halte dan bis yang berhenti. Hal ini 

menyulitkan difabel baik tunanetra, pengguna kursi roda, maupun penderita 

semi ambulant (gangguan berjalan tapi tanpa menggunakan kursi Roda) naik 

maupun keluar bis. Ramp dipintu keluar terlalu curam. Bahkan hampir 

mencapai 45 derajat. Hal ini tentunya akan menyulitkan bagi difabel berkursi 

roda maupun pihak keluarga yang mendorong kursi roda tersebut. Padahal 

berdasarkan standar fasilitas difabel ideal ramp mestinya mempunyai ukuran 

1:12 hingga 1:15 antara tinggi dan alasnya. 

b. Ramp yang ada sering berbatasan langsung dengan tiang bendera, taman, 

pohon, dan benda benda lain tanpa ada space bagi kursi roda hingga 

menyulitkan difabel naik maupun turun dari halte.Adanya perbedaan 

ketinggian yang cukup besar antara jalan dan halte transjogja tanpa adanya 

ramp yang membatasi. 

c. Perbedaan ketinggian dimana umumnya halte lebih tinggi 20 – 30 cm 

dibanding pintu bis. Hal ini menyulitkan difabel keluar dari bis.Beberapa hal 

tersebut mungkin terlihat cukup sepele bagi masyarakat secara umum, akan 

tetapi bagi difabel terutama pengguna kursi roda hal hal kecil tersebut 

sangatlah menyulitkan mereka. Padahal dalam pasal 5 Standard Rules on the 

Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities 1993 menjelaskan 

bahwa Negara menjamin aksesibilitas difabel di Negara setempat dan pada 9 

Desember 1975, PBB mendeklarasikan Hak-Hak Penyandang Cacat melalui 

resolusi no. 3447(XXX) untuk meningkatkan kualitas hidup kaum difable 

yang harus diikuti oleh seluruh negara anggotanya. Resolusi ini menjamin 

persamaan hak sebagai warga negara tanpa melihat kecacatan, menjamin hak 
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untuk bekerja secara produktif dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta 

pelarangan perlakuan diskriminatif dan kekerasan terhadap kaum difabel 

Dalam menyikapi masalah masalah tersebut  PT Jogja Tugu Trans 

mulai melakukan pembenahan dari segi desain dan posisi lahan yang 

digunakan sebagai halte trans. Beberapa perbaikan yang mulai dilakukan 

penyedia Transjogja adalah; 

a. Halte didisain lebih menjorok di pintu keluar menuju bis bertujuan agar 

mempermudah difabel keluar masuk bis. 

b. Ram yang tidak terlalu curam. Hal ini diharapkan mampu meringankan beban 

dalam mendorong kursi roda para difabel. Dalam hal ini kemiringan ram ideal 

sudah dapat dilihat pada halte  Jl. KH Ahmad Dahlan. 

c. Halte hendaknya dibangun dan menyisakan space lebih kurang 2 m di sebelah 

kanan dan sebelah kiri ram agar ketika turun difabel tidak langsung 

berhadapan dengan taman, tiang bendera, dan tiang listrik sebagaimana pada 

halte Transjogja Jl. KH Ahmad Dahlan, Gembiraloka, Jl. Brigjen Katamso. 

d. Penyediaan ram di batas antara jalan raya dan trotoar yang ada diatasnya. 

e. Pintu halte dibangun sama tinggi dengan pintu bis dengan lebih teliti. 

2. Terminal Giwangan 

 Selain Transjogja, Giwangan sebagai terminal terbesar Yogyakarta 

sendiri harusnya dibangun ramah difabel mengingat kevitalan sarana ini dalam 

menunjang kehidupan masyarakat. Sedangkan prakteknya terminal ini tidak 

mempunyai fasilitas yang baik bagi difabel selain sepasang ramp dengan 

kemiringan yang sudah memadai 1 : 12 tanpa ada fasilitas yang lain. 

  Menurut keterangan bagian informasi terminal tersebut difabel yang ada 

khususnya tunadaksa biasanya hanya digendong pihak keluarga di terminal 

tersebut karena memang minimnya fasilitas bagi difabel. Apalagi banyaknya 

jenjang tinggi ke lantai dua di terminal tersebut tanpa dilengkapi ramp alternatif. 

Hal ini seolah membuktikan bahwa kemudahan transportasi hanya milik kaum 

„normal‟. 

Selain itu, toilet yang ada di tempat tersebut terbilang belum ramah difabel. 

Dengan lebar pintu masuk lebih kurang lima puluh sentimeter, kursi roda 

tentunya tidak akan dapat memasuki pintu tersebut. Selain itu, WC jongkok tanpa 

adanya pegangan (railing) biasanya juga menyusahkan bagi para difabel. Hal ini 

sangat kontras jika dibandingkan dengan toilet ramah difabel yang sudah 

disediakan di pusat pusat perbelanjaan dengan disain ramah difabel yang  sudah 

dikembangkan di Jakarta. 

3. Stasiun Tugu 

Stasiun Tugu sebagai stasiun terbesar di Propinsi Yogyakarta pun belum 

memberikan akses kemudahan bagi difabel. Pada pintu masuk utama, difabel 

pengguna kursi roda mengalami kesulitan untuk masuk area stasiun karena harus 

menaiki tangga, tanpa ada jalan landai. Beberapa waktu yang lalu, seorang 

penyandang difabel mengadukan PT KAI khususnya Stasiun Tugu kepada 

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) karena kurang menyediakan fasilitas yang 

ramah difabel.  Menurutnya PT KAI belum mengakomodasi permintaan 

pelayanan non fisik bagi kaum difabel. Misalnya adalah arahan menuju loket bagi 

difabel. Petugas khusus pun menurutnya belum ada. Namun demikian, beberapa 

fasilitas umum seperti toilet telah memberikan kemudahan bagi difabel dengan 

penyediaan toilet khusus bagi difabel.  

4.   Sepeda Motor Bagi Difabel 
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Kepolisian Daerah DIY mengeluarkan Surat Nomor B/4965/XII/2008/Ditlantas 

ditujukan kepada Kepala Poltabes/Kepala Polres se-DIY perihal Pembuatan Surat 

Izin Mengemudi untuk Penyandang Cacat pada10 Desember 2008 lalu. Ada tiga 

hal pokok yang harus dilaksanakan oleh Poltabes/Polres: 

1) Tidak ada diskriminasi dalam pengurusan SIM antara difabel dan nondifabel. 

2)  Memberikan pelayanan dan menyediakan sarana dan prasarana bagi difabel 

yang dapat mempermudah difabel mengurus SIM.  

3)  Difabel diperbolehkan melakukan modifikasi kendaraan bermotor dengan 

berpedoman pada ketentuan yang ada.  

Peraturan ini memang baru berlaku di kota Yogyakarta. Sedangkan di kota besar 

lain seperti Jakarta dan Semarang peraturan ini memanglah belum diterapkan. 

5. Marka Rambu 

Saat ini salah satu marka rambu yang disediakan oleh Dinas Perhubungan untuk 

difabel adalah di daerah Malioboro. Jadi marka rambu digunakan untuk 

penyeberangan kaum difabel yaitu dengan memencet tombol yang ada pada 

samping marka tersebut.  

A. 5. Aksesibilitas Bangunan dan Fasilitas Umum 

  Selama ini kaum difabel masih mengalami kesulitan dalam mengakses 

bangunan dan prasarana fisik yang ada di Kota Yogyakarta. Sebagai contoh, ketika 

memasuki Komplek Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta, bagian Hubungan 

Masyarakat misalnya, para difabel berkursi roda tampak kesulitan ketika harus 

menaiki tangga tanpa ada jalur khusus kursi roda. Hal seperti ini masih sangat sering 

dijumpai di hampir semua bangunan perkantoran pemerintah dan swasta. Pihak-pihak 

yang berwenang melakukan pembangunan prasarana gedung belum banyak 

mempertimbangkan kemudahan akses bagi difabel. Hanya pada sejumlah kecil 

fasilitas publik,  seperti Hotel Quality dan Puskesmas II Umbulharjo Kota 

Yogyakarta, telah aksesibel bagi kaum difabel dengan tersedianya jalan landai sebagai 

jalur khusus bagi pengguna kursi roda serta toilet khusus difabel. 

  Pada beberapa fasilitas publik yang ada di Kota Yogyakarta, Dinas 

Permukiman dan Prasarana Wilayah telah membuat dan membangun fasilitas umum 

yang ramah difabel yaitu jalan khusus atau trotoar bagi difabel di beberapa ruas jalan 

utama Kota Yogyakarta khususnya Jalan Malioboro. Pengerjaan penambahan blok 

khusus dilakukan di Jalan Taman Siswa, lingkar stadion Kridosono, Jalan Supomo, 

Jalan Diponegoro, dan di Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Menurut Kepala Dinas 

Kimpraswil Kota Yogyakarta, Toto Suroto,  di ruas jalan-jalan tersebut, sebelumnya 

masih sering dipergunakan untuk berjualan dan parkir kendaraan bermotor. 

  Lajur blok penanda sebagai tanda jalan difabel diberi warna kuning. Lajur 

berada di bagian tengah trotoar dengan desain berbeda memiliki tanda menonjol pada 

permukaan jalan. Tanda tersebut merupakan standar penanda jalan khususnya 

tunanetra dan penyandang low vision. 

Namun demikian saat ini, jalan khusus atau trotoar tersebut telah banyak 

beralih fungsi menjadi lahan parkir atau bahkan sebagai tempat berjualan para 

pedagang kaki lima khususnya di Jalan Malioboro. Tindakan dari Dinas Kimpraswil 

adalah pada tahun ini telah menata ulang trotoar dan mengupayakan penyediaan 

trotoar yang baru serta melakukan pencegahan dan pengawasan untuk keteralihan 

fungsi menjadi lahan parkir juga dilakukan. Upaya yang dilakukan adalah dengan 

meninggikan jalur supaya tidak mudah dialihkan sebagai lahan parkir kendaraan 

bermotor. Selain itu, Dinas Kimpraswil juga memberikan persyaratan bagi para 

pengembang perkantoran dan pusat perbelanjaan untuk menyediakan jalan 
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khusus/jalan landai dan toilet khusus difabel sebagai bentuk kemudahan aksesibilitas 

difabel terhadap prasarana fisik di Kota Yogyakarta.  

A. 6. Difabel dalam Berpolitik 

Di Indonesia dalam hal politik, sejauh ini difabel bukanlah subjek politik 

melainkan objek dari politik itu sendiri seolah mereka merupakan „sesuatu yang harus 

dilindungi‟ bukan melindungi. Sejalan dengan paham „normalisme‟ , paham pemuja 

kenormalan  dimana fasilitas yang ada berpedoman kepada kebutuhan orang orang 

normal pada umumnya dan mengenggap difabellah yang harus menyesuaikan diri 

dengan fasilitas yang ada, rakyat Indonesia cendrung meremehkan difabel yang 

berkecimpung dalam dunia politik. Sebut saja KH Abdurrahman Wahid yang 

merupakan presiden Indonesia yang ke-4. 

Dalam kebiasaan Negara berpemilu, peranan difabel juga belum begitu optimal. 

Masih banyak difabel yang tidak mendapat hak pilih karena beberapa dianggap tidak 

mampu memilih dan berpikir dengan baik seperti penyandang cacat mental 

(tunagrahita) yang mungkin memang cacat dalam segi intelegensi. Pada dasarnya dalam 

berdemokrasi di Indonesia masih terdapat tiga masalah pokok dalam meninjau peran 

serta para difabel pada pemilihan  umum (pemilu) yaitu: 

1.       Keterbatasan fasilitas dalam pemungutan suara bagi difabel 

Dalam hal ini beberapa masalah dalam memfasilitasi pemungutan suara pada 

difabel yakninya tempat pemungutan suara yang terlalu tinggi hingga tidak cukup 

memudahkan para tunadaksa yang menggunakan kursi roda dan tidak adanya 

kertas suara dalam huruf braile bagi penyandang tuna netra. 

2.    Mobilisasi dan manipulasi yang dialami difabel agar mencoblos partai tertentu. 

Acap kali difabel dianggap tidak cukup punya kecerdasan dalam berpolitik dan 

mempunyai standar intelektual yang cukup rendah. Padahal selain tunagrahita, 

difabel tidaklah merusak sistem kerja otak melainkan hanya sensorik dan cacat 

anggota tubuh. Untuk itu difabel acap kali „digunakan‟ beberapa pihak, diberikan 

hak suara untuk menambah suara partai partai tertentu. Dalam permasalahan ini 

mestinya sistem dan budaya politik yang kurang cerdas dapat diperbaiki. 

3.    Tidak adanya garansi perubahan nasib difabel dalam pemilu. 

Berkenaan dengan pemilu memang selama ini hak suara para menyandang cacat 

acapkali terabaikan. Dibeberapa kasus memang para difabel sendiri yang apatis 

terhadap pemerintahan karena selama ini memang belum terdapat jaminan 

perbaikan nasib difabel dalam pemilu. Untuk itu beberapa waktu lalu para difabel 

sempat membuat kontrak politik terhadap beberapa caleg dimana dibutuhkan 

pengetahuan tentang aksesibilitas difabel dan jaminan bahwa akan 

terperhatikannya hak hak para difabel. 

 

B. Kendala dalam Implementasi Pelayanan Publik pada Difabel 

Sesungguhnya pemerintah telah menjamin penyediaan pelayanan publik yang adil 

dan setara seperti tertuang dalam UU no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah terbit Perda No 4 tahun 2012 tentang 

Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Namun tampaknya, 

berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjadi landasan yang kuat dalam pemberian 

pelayanan publik yang ramah difabel. Berbagai program dari dinas-dinas terkait seperti 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pendidikan; Dinas Perhubungan dan 

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah belum berjalan secara optimal. Dalam 

pelayanan pendidikan, misalnya pendidikan inklusif kurang efektif karena kurangnya 

Guru Pendamping Khusus (GPK) bagi difabel. Para GPK biasanya hanya datang sekali 

sampai dua kali dan setelah itu tidak datang lagi. Selain itu, penyediaan sarana trotoar dan 
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fasilitas umum yang dikhususkan bagi difabel beberapa telah beralih fungsi menjadi lahan 

parkir atau tempat berdagang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). Kurang optimalnya 

implementasi pelayanan publik yang ramah difabel disebabkan berbagai masalah dan 

hambatan baik internal maupun eksternal dari  dinas-dinas Pemerintah Kota Yogyakarta. 

Dalam memberikan pelayanan pada kaum difabel, beberapa dinas di Kota 

Yogyakarta menghadapi beberapa kendala diantaranya adalah: 

1. Kurangnya sumber daya manusia yang peduli akan difabel 

a. Pada program kursus sulam para difabel diantar jemput oleh pihak relawan. 

Minimnya tenaga relawan dan dana yang dibutuhkan  menjadi kendala. 

Minimnya tenaga pendamping juga menjadi kendala dalam proses pelaksanaan 

program karena memiliki karakter yang berbeda dari masyarakat biasa. 

Anggaran untuk relawan tidak ada. Padahal tenaga relawan sangat dibutuhkan.   

b. Karakter difabel yang berbeda – beda mengharuskan pengajar untuk lebih 

bersabar dan memberikan perhatian lebih kepada difabel karena jika tidak sesuai 

dengan keinginan difabel program menjadi kurang maksimal. Karakter yang 

berbeda – beda seperti tuna netra yang memiliki nada tinggi jika berbicara.  

c. Tingkat kemandirian difabel yang kurang. Sehingga membutuhkan pendamping 

yang kuantitasnya lebih banyak.  

2. Anggaran yang kurang memadai 

Selama ini anggaran yang dikhususkan dalam memenuhi kebutuhan difabel kurang 

mencukupi sehingga implementasi pelayanan kepada mereka kurang optimal. 

Misalnya, anggaran khusus difabel untuk sektor pendidikan hanya 2% dari total 

anggaran daerah untuk Dinas Pendidikan. Hal ini menghambat dalam membiayai 

operasional program dan reward bagi para pendamping khusus. Kurangnya tenaga 

pendamping khusus salah satunya disebabkan minimnya anggaran sehingga tidak 

banyak orang yang tertarik menjadi guru pendamping khusus. 

3. Pola pikir masyarakat yang cenderung menganggap difabel sebagai aib 

menyebabkan keluarga cenderung mengucilkan atau menutupi keberadaan anggota 

keluarga mereka yang mengalami keterbatasan fisik atau mental. Hal ini 

mengakibatkan para difabel kurang mendapatkan perlakuan yang sama dengan 

anggota keluarga non-difabel. Alhasil dalam pendidikan, para difabel cenderung 

kurang diperhatikan.   

4. Sebagian besar masyarakat dan birokrat berpandangan bahwa urusan difabel 

bukanlah masalah yang penting dan mendesak.  

Pandangan ini menyebabkan masyarakat umu dan pejabat pemerintah kurang 

peduli dengan konsep adil dan setara dalam pemberian  pelayanan bagi kaum 

difabel dan non-difabel. Padahal, sebagai kaum yang memiliki keterbatasan dan 

kekurangan fisik atau mental, difabel seharusnya ditempatkan pada posisi yang 

sama atau bahkan lebih karena kekurangsempurnaan fisik atau mental mereka. 

      Aksesibel masih merupakan isu utama dalam gerakan difabel di Indonesia 

khususnya Kota Yogyakarta. Sebagian besar fasilitas umum yang dibangun di negeri ini 

kurang aksesibel bagi saudara – saudara kita yang difabel. Transportasi publik seperti bis 

kota, kereta api dan bangunan untuk kepentingan umum seperti mall, terminal, bandara, 

tempat ibadah, universitas, dan bangunan lain sangat sedikit yang dapat diakses oleh para 

difabel. Selain itu media informasi seperti televisi dan media informasi lain tidak dapat 

diakses oleh para difabel yang memiliki kesulitan mendengar dan melihat.  

Aksesibilitas fasilitas umum memang merupakan kebutuhan utama dari para 

difabel untuk dapat mengaktualisasikan diri dan sekaligus berpartisipasi penuh dalam 

aktifitas bermasyarakat. Ketiadaan fasilitas umum yang aksesibel bagi para difabel ini 

telah menyebabkan eksklusifitas bagi para difabel di lingkungan masyarakatnya. Sebagian 
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besar difabelkemudian hanya mengurung diri di rumah karena ketiadaan akses bagi 

mereka untuk dapat menikmati kehidupan di luar rumahnya. 

Dampak dari ketiadaan fasilitas umum yang tidak aksesibel bagi difabel cukup 

besar menyangkut ranah ekonomi, pendidikan,sosial budaya, dan politik. Mayoritas para 

difabel hidup dalam taraf ekonomi serta tingkat pendidikan yang rendah karena tidak 

adanya ruang publik yang memungkinkan mereka untuk dapat menjalankan aktifitas 

ekonomi dan pendidikan secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain. Di bidang 

sosial dan budaya para difabel tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengekspresikan 

potensi diri yang dimilikinya. Pada akhirnya peran politik difabel-pun menjadi sangat 

terbatas karena keterbatasan fasilitas umum yang aksesibel bagi difabel. 
 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

Sejumlah program dan pembangunan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota 

Yogyakarta dalam penyediaan pelayanan pendidikan, perhubungan,  sosial dan 

ketenagakerjaan. Beberapa pelayanan tersebut meliputi: 

1. Pelayanan Pendidikan: 

a. Pendidikan inklusi 

b. Sekolah Luar Biasa 

c. Blind corner di Arpusda 

2. Pelayanan Sosial dan ketenagakerjaan 

a. Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 

1) Kursus sulam.  

2) Program Pemberdayaan Keluarga Difabel 

3) Program bantuan pemberian alat bantu bagi kaum difabel. 

4) Program santunan jaminan hidup dari Kementerian Sosial 

5) Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Penca (Difabel) 

b. Pengembangan dan Penyaluran Kerja 

3. Aksesibilitas perhubungan: bis Transjogja, terminal Giwangan, Stasiun Tugu, 

sepeda motor bagi difabel dan marka rambu. 

4. Aksesibilitas bangunan dan fasilitas umum: pembuatan trotoar khusus difabel dan 

fasilitas umum ramah difabel seperti jalan landai dan toilet khusus di pusat 

perbelanjaan dan perkantoran. 

Namun demikian, implementasi pelayanan bagi difabel kurang berjalan secara 

maksimal karena beberapa kendala, yaitu: 

a. Kurangnya sumber daya manusia yang peduli akan masalah difabel 

b. Kurangnya anggaran atau dana  

c. Pandangan masyarakat bahwa difabel adalah aib keluarga 

d. Kekurangpedulian sebagian besar masyarakat dan aparat pemerintah tentang 

persamaan pelayanan bagi difabel. 

B. SARAN 

Difabel juga adalah bagian masyarakat yang berhak akan pelayanan publik yang 

memadai. Selama ini pelayanan yang diberikan kepada mereka kurang setara dengan 

yang diperuntukkan bagi non-difabel. Oleh karena itu, sejumlah saran dikemukakan 

agar masyarakat berkebutuhan khusus (difabel) mampu eksis dan berkembang dalam 

kehidupan bermasyarakat: 

1. Peningkatan anggaran yang dikhususkan untuk pemenuhan hak-hak difabel 
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2. Sosialisasi kepada masyarakat bahwa difabel adalah membutuhkan pendampingan 

dan pelayanan yang setara dengan non-difabel. Sikap yang diharapkan adalah 

penerimaan secara wajar dan meniadakan diskriminasi serta stigmasasi. 

3. Peran serta aktif seluruh stakeholders dalam pemberian pelayanan bagi kaum 

difabel 

4. Sistem pengawasan atau monitoring terhadap fasilitas umum agar tetap 

diperuntukkan seperti tujuan semula, misalnya trotoar khusus bagi difabel 

memang harus dipertahankan, jangan sampai diperuntukkan untuk kegiatan lain 

seperti parkir atau pedagang kaki lima 

5. Sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan pemerintah tentang difabel seperti 

termaktub dalam UU no 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
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